BAB I
PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang
Pelayanan publik merupakan segala aktivitas dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar masyarakat atas suatu barang dan jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan publik ialah petugas atau organisasi pelayanan Pemerintah ataupun Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik. Sedangkan Penerima Layanan Publik ialah perseorangan atau organisasi yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima suatu pelayanan publik.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pelayanan Publik yang menyatakan pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.
Sedangkan menurut Fitzsimmons (dalam Sinambela, 2014:7) terdapat lima indikator pelayanan publik yaitu:
1. Reliability, adalah pemberian pelayanan yang tepat dan benar,
2. Tangibles, adalah penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya,
3. Responsiveness, adalah keinginan melayani konsumen dengan cepat,
4. Assurance, adalah perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan,
5. Empati, adalah kemauan dan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.
Pada penelitian terdahulu Asrini 2021 dalam penelitiannya yang berjudul
Aksebilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjelaskan bahwa dari hasil analisis,
observasi, dan dokumentasi yang diperoleh terdapat tiga dimensi yaitu kognitif,
perilaku dan birokrasi administratif. Dimensi kognitif yaitu mengacu pada
kesadaran dan pemahaman yang datang dari diri individu baik itu penyandang
disabilitas maupun aparat pelayana. Dimensi perilaku menyangkut komunikasi dan
interaksi sosial penyandang disabilitas, terakhir dimensi birokrasi administratif
menyangkut mekanisme atau prosedur pelayanan yang diterapkan dalam sebuah
birokrasi pemerintahan.
Sedangkan pada penelitian Fifi Novianty 2019, yang berjudul Model Pengembangan Usaha Berbasis Lingkungan Kelompok Difabel di Kota Cirebon menarik kesimpulan bahwa Hasil penelitian menunjukan model pengembangan usaha berbasis lingkungan kelompok difabel Kota Cirebon lebih pada model usaha produk olahan makanan dan produk anyaman bambu yang ramah lingkungan.
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Salah satu intansi pemerintah yang menyediakan bentuk pelayanan adalah Dinas Sosial Kota Cirebon atau disingkat Dinsos Kota Cirebon merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam melayani beberapa kasus sosial peorangan, 
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kelompok, dan masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas. Dinsos juga memiliki peran ntuk memperbaiki taraf hidup penyandang disabilitas, dengan memotivasi   dan melayani kebutuhan  agar mereka memiliki bekal dalam hidupnya.
Salah satu Unit pelayanan bagi penyandang disabilitas di Dinsos Kota Cirebon yaitu di Unit Pelaksanaan Teknik Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan, dan loka bina karya atau bisa disingkat UPT Liposos, Panti Persinggahan dan LBK.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Di Kota Cirebon sendiri Disabilitas mempunyai berbagai macam kategori yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental serta sensorik. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 ini penyandang disabilitas mencapai angka 525 jiwa. Sedangkan, disabilitas fisik adalah kondisi gangguan pada gerakan atau aktivitas fisik seseorang untuk disabilitas fisik mencapai 125 jiwa yang terdata pada Dinsos Kota Cirebon.
Seringkali para penyandang disabilitas merasa diasingkan atau diskriminasi dan dianggap tidak bisa melakukan aktivitas secara normal seperti masyarakat pada umumnya, ditambah lagi faktor Ekonomi keluarga yang menyebabkan keterbatasan dalam memberi kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu adanya kebijakan sosial dari pemerintah untuk melindungi mereka melalui bantuan dari Dinsos Kota Cirebon. Bantuan tersebut adalah salah satu cara agar mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Hal ini terdapat Dalam Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 diterangkan bahwa semua masyarakat diperlakukan sama tanpa terkecuali baik itu masyarakat pada umumnya ataupun juga masyarakat penyandang disabilitas karena Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi atas hak asasi manusia dan juga merupakan Negara hukum. 
Dari latar belakang yang sudah dijelaskan dan mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Kualitas Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya (Studi Kasus Pelayanan Kepada Penyandang Disabilitas Fisik di Dinas Sosial Kota Cirebon)” atau bisa disingkat “Kualitas Pelayanan UPT Liposos, Panti Persinggahan, dan LBK (Studi Kasus Pelayanan Kepada Penyandang Disabilitas Fisik di Dinsos Kota Cirebon)”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu :
1. Bagaimana kualitas pelayanan kepada Disabilitas Fisik di UPT Liposos, Panti Persinggahan dan LBK Dinsos Kota Cirebon?
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi kualitas pelayanan bagi Disabilitas Fisik di UPT Liposos, Panti Persinggahan dan LBK Dinsos Kota Cirebon?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan pada kualitas pelayanan di Dinsos Kota Cirebon kepada Disabilitas Fisik?
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan kepada para penyandang disabilitas di Bidang Liposos, Panti Persinggahan dan LBK Dinsos Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melayani penyandang disabilitas fisik di Bidang Liposos, Panti Persinggahan dan LBK Dinsos Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinsos Kota Cirebon dalam menanggulangi hambatan tersebut.
1.3.2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, kegunaan penelitian sebagai berikut :
1. Kegunaan Teoritis
a. Memberikan informasi mengenai Pelayanan penyandang disabilitas fisik di UPT Liposos, Panti Persinggahan dan LBK Dinsos Kota Cirebon 
b. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi semua kalangan tentang penyandang disabilitas.
c. Memberikan kontribusi pemikiran terahadap pemahaman konsep, teori, maupun praktek, dan juga sebagai referensi bagi kalangan akademis yang melakukan penelitian dengan konsep yang sama.
2. Kegunaan Praktik
[bookmark: _GoBack]Sebagai bahan referensi dan bahan evaluasi kepada Intansi Pemerintah Dinsos kota cirebon untuk meningkatkan pelayanan bagi Para Penyandang Disabilitas.
